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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1.    Kajian Pustaka 

2.1.1.  Pendapatan Asli Daerah 

Menurut Herlina Rahman(2005:38) Pendapatan asli daerah merupakan 

pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah ,hasil distribusi hasil 

pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli 

daerah yang sah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah 

sebagai perwujudan asas desentralisasi. 

Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah: 

Dari pengertian Pendapatan Asli Daerah di atas, penjelasan masing-masing 

sumber pendapatan asli daerah tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Pajak Daerah  

Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib 

kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat 

memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan 

secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-

besarnya kemakmuran rakyat.  

2. Retribusi Daerah  

Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan 

daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang 
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khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk 

kepentingan orang pribadi atau badan.  

3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan  

Kekayaan negara yang dipisahkan adalah komponen kekayaan negara yang 

pengelolaannya diserahkan kepada Badan Usaha Milik Negara atau Badan 

Usaha Milik Daerah. Pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan ini 

merupakan subbidang keuangan negara yang khusus ada pada negara-negara 

nonpublik. 

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan bagian dari 

PAD daerah tersebut, yang antara lain bersumber dari bagian laba dari 

perusahaan daerah, bagian laba dari lembaga keuangan bank, bagian laba 

atas penyertaan modal kepada badan usaha lainnya.  

4. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah meliputi  

1. Hasil penjualan kekayaan Daerah yang tidak dipisahkan;  

2. Jasa giro;  

3. Pendapatan bunga;   

4. Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; 

dan Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan 

dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh Daerah. 

Kebijakan keuangan daerah diarahkan untuk meningkatkan pendapatan 

asli daerah sebagai sumber utama pendapatan daerah yang dapat dipergunakan 

oleh daerah dalam rnelaksanakan pemerintahan dan pembangunan daerah 
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sesuai  dengan kebutuhannya guna memperkecil ketergantungan dalam 

mendapatkan dana dan pemerintah tingkat atas (subsidi). Dengan demikian usaha 

peningkatan pendapatan asli daerah seharusnya dilihat dari perspektif yang Iebih 

luas tidak hanya ditinjau dan segi daerah masing-masing tetapi daham kaitannya 

dengan kesatuan perekonomian Indonesia. Pendapatan asli daerah itu sendiri, 

dianggap sebagai alternatif untuk memperoleh tambahan dana yang dapat 

digunakan untuk berbagai keperluan pengeluaran yang ditentukan oleh daerah 

sendiri khususnya keperluan rutin. Oleh karena itu peningkatan pendapatan 

tersebut merupakan hal yang dikehendaki setiap daerah. (Mamesa, 1995:30) 

Sebagaimana telah diuraikan terlebih dahulu bahwa pendapatan daerah 

dalam hal ini pendapatan asli daerah adalah salah satu sumber dana pembiayaan 

pembangunan daerah pada Kenyataannya belum cukup memberikan sumbangan 

bagi pertumbuhan daerah, hal ini mengharuskan pemerintah daerah menggali dan 

meningkatkan pendapatan daerah terutama sumber pendapatan asli daerah. 

 

2.1.2.   Pajak Kendaraan Bermotor 

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang perubahan Peraturan 

Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Kendaraan Bermotor. Kendaraan 

bermotor adalah semua kendaraan beroda berserta gandengannya yang digunakan 

di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau 

peralatan lainnya yang berpungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi 

tertentu menjadi tenaga bergerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, 

termasuk alat berat dan alat besar yang dalam operasinya mengunakan roda dan 
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motor. Pajak Kendaraan Bermotor, dipungut pajak atas kepemilikan dan/atau 

penguasaan kendaraan bermotor. 

Setiap kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor, baik roda dua 

atau roda empat wajib membayar pajak yang masuk ke pajak daerah 

kabupaten/kota dan hasil dari pemungutan pajak kendaraan bermotor tersebut 

digunakan untuk menyejahterakan masyarakat. Sesuai dengan UU PDRD, paling 

sedikit 10 % dari bagi hasi yang diterima pemerintah daerah kabupaten/kota 

dialokasikan untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan 

moda dan sarana transportasi umum. 

A. Objek Pajak 

Objek Pajak Kendaraan Bermotor adalah kepemilikan dan/atau penguasaan 

Kendaraan Bermotor. Termasuk dalam pengertian Kendaraan Bermotor 

sebagaimana dimaksud pada angka (1), adalah: 

a. kendaraan bermotor beroda beserta gandengannya, yang dioprasikan di 

semua jenis jalan darat; dan 

b. kendaraan bermotor yang dioperasikan di air dengan ukuran isi kotor GT 5 

(lima Gross Tonnage) sampai dengan GT 7 (tujuh Gross Tonnage). 

c. Dikecualikan dari pengertian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud 

pada angka (2), adalah: 

d. kereta api; 

e. kendaraan bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan 

pertahanan dan keamanan negara; 
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f. kendaraan bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasai kedutaan, konsulat, 

perwakilan negara asing dengan asa timbale balik dan lembaga-lembaga 

internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari Pemerintah; 

dan 

g. kendaraan bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh pabrikan atau 

importir yang semata-mata disediakan untuk keperluan pameran dan tidak 

untuk dijual. 

B. Subjek Pajak 

Subjek Pajak Kendaraan Bermotor adalah : 

1. Orang pribadi; 

2. Badan; yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan bermotor. 

C.      Wajib Pajak 

Wajib Pajak Kendaraan Bermotor adalah: 

1. Orang pribadi; 

2. Badan; yang memiliki kendaraan bermotor. Dalam hal Wajib Pajak badan, 

kewajiban perpajakannya diwakili oleh pengurus atau kuasa badan tersebut. 

D. Dasar Pengenaan Pajak 

Dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor adalah hasil perkalian dari 2 (dua) 

unsur pokok : 1. Nilai Jual Kendaraan Bermotor; dan 

2. Bobot yang mencerminkan secara relative tingkat kerusakan 

jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan 

Kendaraan Bermotor. 
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1. Dasar pengenaan pajak khusus untuk kendaraan bermotor yang digunakan 

di luar jalan umum, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar serta 

kendaraan di air, adalah Nilai Jual Kendaraan Bermotor. 

2. Nilai Jual Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada angka (1) huruf 

a dan angka (2), ditentukan berdasarkan Harga Pasaran Umum atas suatu 

Kendaraan Bermotor. 

3. Nilai Jual Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada angka (3), 

ditetapkan berdasarkan harga Pasaran Umum pada minggu pertama bulan 

Desember Tahun Pajak sebelumnya. 

4. Harga Pasaran Umum sebagaimana dimaksud pada angka (4), adalah harga 

rata-rata yang diperoleh dari berbagai sumber data yang akurat. 

5. Dalam hal Harga Pasaran Umum suatu kendaraan bermotor tidak diketahui, 

Nilai Jual Kendaraan Bermotor dapat ditentukan berdasarkan sebagian atau 

seluruh faktor-faktor : 

a. harga kendaraan bermotor dengan isi silinder dan/atau satuan tenaga 

yang sama; 

b. penggunaan kendaraan bermotor untuk umum atau pribadi; 

c. harga kendaraan bermotor dengan merek kendaraan bermotor yang 

sama; 

d. harga kendaraan bermotor dengan tahun pembuatan kendaraan 

bermotor yang sama; 

e. harga kendaraan bermotor dengan pembuat kendaraan bermotor; 

f. harga kendaraan bermotor dengan kendaraan bermotor sejenis; dan 
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g. harga kendaraan bermotor berdasarkan dokumen Pemberitahuan Impor 

Barang (PIB). 

6. Bobot sebagaimana dimaksud pada angka (1) huruf b, dinyatakan dalam 

koefisien yang nilainya 1 (satu) atau lebih besar dari 1 (satu), dengan 

pengertian sebagai berikut : 

a. koefisien sama dengan 1 (satu) berarti kerusakan jalan dan/atau 

pencemaran lingkungan oleh penggunaan kendaraan bermotor tersebut 

dianggap masih dalam batas toleransi; dan 

b. koefisien lebih besar dari 1 (satu) berarti penggunaan kendaraan 

bermotor tersebut dianggap melewati batas toleransi. 

7. Bobot sebagaimana dimaksud pada angka (7), dihitung berdasarkan faktor-

faktor : 

a. tekanan gandar, yang dibedakan atas dasar jumlah sumbu / as, roda dan 

berat kendaraan bermotor; 

b. jenis bahan bakar kendaraan bermotor yang dibedakan menurut solar, 

bensin, gas, listrik, tenaga surya, atau jenis bahan bakar lainnya; dan 

c. jenis, penggunaan, tahun pembuatan, dan cirri-ciri mesin kendaraan 

bermotor yang dibedakan berdasarkan jenis mesin 2 (dua) taka tau 4 

(empat) tak, dan isi silinder. 

8. Penghitungan dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor sebagaimana 

dimaksud pada angka (1) sampai dengan angka (8), dinyatakan dalam suatu 

tabel yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri setelah mendapat 

pertimbangan dari Menteri Keuangan. 
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9. Penghitungan dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor sebagaimana 

dimaksud pada angka (9), ditinjau kembali setiap tahun. 

E. Tarif Pajak 

Tarif Pajak Kendaraan Bermotor kepemilikian oleh orang pribadi ditetapkan 

sebagai berikut: 

1. untuk kepemilikan kendaraan bermotor pertama, sebesar 2% (dua persen); 

2. untuk kepemilikan kendaraan bermotor kedua, sebesar 2,5% (dua koma lima 

persen); 

3. untuk kepemilikan kendaraan bermotor ketiga, sebesar 3% (tiga persen); 

4. untuk kepemilikan kendaraan bermotor keempat, sebesar 3,5% (tiga koma 

lima persen); 

5. untuk kepemilikan kendaraan bermotor kelima, sebesar 4% (empat persen); 

6. untuk kepemilikan kendaraan bermotor keenam, sebesar 4,5% (empat koma 

lima persen); 

7. untuk kepemilikan kendaraan bermotor ketujuh, sebesar 5% (lima persen); 

8. untuk kepemilikan kendaraan bermotor kedelapan, sebesar 5,5% (lima koma 

lima persen); 

9. untuk kepemilikan kendaraan bermotor kesembilan, sebesar 6% (enam 

persen); 

10. untuk kepemilikan kendaraan bermotor kesepuluh, sebesar 6,5% (enam 

koma lima persen); 

11. untuk kepemilikan kendaraan bermotor kesebelas, sebesar 7% (tujuh 

persen); 
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12. untuk kepemilikan kendaraan bermotor kedua belas, sebesar 7,5% (tujuh 

koma lima persen); 

13. untuk kepemilikan kendaraan bermotor ketiga belas, sebesar 8% (delapan 

persen); 

14. untuk kepemilikan kendaraan bermotor keempat belas, sebesar 8,5% 

(delapan koma lima persen); 

15. untuk kepemilikan kendaraan bermotor kelima belas, sebesar 9% (sembilan 

persen); 

16. untuk kepemilikan kendaraan bermotor keenam belas, sebesar 9,5% 

(Sembilan koma lima persen); 

17. untuk kepemilikan kendaraan bermotor ketujuh belas, sebesar 10% (sepuluh 

persen); 

18. Kepemilikan kendaraan bermotor oleh badan tarif pajak sebesar 2% (dua 

persen) 

19. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor untuk : 

a. TNI/POLRI, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, ditetapkan 

sebesar 0,50% (nol koma lima nol persen 

b. angkutan umum, ambulans, mobil jenazah dan pemadam kebakaran, 

sebesar 0,50% (nol koma lima nol persen); 

c. sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan sebesar 0,50% (nol 

koma lima nol persen) 

20. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar 

ditetapkan sebesar 0,20% (nol koma dua nol persen) 
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F. Perhitungan Pajak 

Besaran pokok Pajak Kendaraan Bermotor yang terutang dihitung dengan cara 

mengalikan tarif sebagaimana dimaksud pada tarif pajak dengan dasar pengenaan 

pajak sebagaimana dimaksud pada dasar pengenaan pajak angka (9) dan (10) 

G. Masa Pajak 

1. Pajak Kendaraan Bermotor dikenakan untuk masa pajak 12 (dua belas) 

bulan berturut-turut terhitung mulai saat pendaftaran kendaraan bermotor 

2. Pajak Kendaraan bermotor dibayar sekaligus dimuka 

3. Untuk Pajak Kendaraan Bermotor yang karena keadaan kahar (force 

majeure) masa. Pajaknya tidak sampai 12 (dua belas) bulan, dapat dilakukan 

restitusi atas pajak yang sudah dibayar untuk porsi masa pajak yang belum 

dilalui 

4. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan restitusi diatur 

dengan Peraturan Gubernur. 

H. Saat Terutang Pajak 

Pajak terutang pada saat kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor. 

 

2.1.3.  Pelayanan Samsat Keliling  

Layanan samsat keliling adalah sebuah pelayanan publik yang dibuat oleh 

pemerintah daerah dalam meningkatkan optimalisasi penerimaan pajak kendaraan 

bermotor dan di Kabupaten Purwakarta mulai disosialisasikan pada Tahun 2013. 

Beberapa pelayanan yang dilakukan oleh samsat keliling adalah layanan 

pengesahan STNK setiap tahun, pembayaran PKB dan SWDKLLJ di dalam 
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kendaraan dengan metode jemput bola yaitu dengan mendatangi pemilik 

kendaraan/Wajib Pajak yang jauh dari pusat pelayanan Samsat, biasanya Samsat 

Keliling beroperasi di area publik seperti Kawasan Industri, lokasi Car Free Day. 

Berikut ini adalah Tujuan dan Manfaat dari Layanan Samsat Keliling. 

a. Tujuan : 

Meningkatkan mutu pelayanan publik, khususnya pelayanan pembayaran 

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) 

b. Manfaat Pelayanan Samsat Keliling : 

1. Memberikan kemudahan kepada masyarakat (Wajib Pajak) dalam 

pengurusan pengesahan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) setiap 

tahun, pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Santunan 

Wajib Dana Kecelakaan Lalu-lintas (SWDKLL) 

2. Mendekatkan pelayanan kepada Masyarakat atau Wajib Pajak 

sehingga mengurangi biaya . 

2.2.   Penelitian Terdahulu 

Dalam penulisan skripsi ini peneliti menggali informasi dari penelitian-

penelitian sebelumnya sabagai bahan perbandingan, baik mengenai kekurangan 

atau kelebihan yang sudah ada. Selain itu, peneliti juga menggali informasi dari 

buku,jurnal maupun skripsi dalam rangka mendapatkan suatu informasi yang ada 

sebelumnya tentang teori yang berkaitan dengan judul yang digunakan untuk 

memperkaya bahan kajian pada penelitian penulis. Berikut merupakan penelitian 

terdahulu berupa beberapa jurnal terkait dengan penelitian yang dilakukan 

penulis. 
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Tabel 2.1  

Penelitian Terdahulu 

Nama Peneliti Judul Penelitian Hasil Penelitian 

Bestari, Prayoga. 2016.   Mobil Pajak Keliling 

sebagai solusi sosialisasi 

dan upaya efektifitas 

pemungutan pajak 

 

Mobil Pajak Keliling efektif 

dalam meningkatkan 

pelayanan pembayaran pajak 

Perbedaan : penelitian yang dilakukan oleh Bestari, Prayoga. Membahas mengenai efektifitas dari 

adanya mobil pajak/samsat keliling dalam meningkatkan pelayanan publik sedangkan peneliti 

membahas mengenai peningkatan penerimaan pajak. 

Novirsari, Emma. 2012. Persepsi Masyarakat terhadap 

kualitas pelayanan publik pada 

sistem administrasi manunggal 

satu atap (SAMSAT) keliling 

di unit pelayanan terpadu 

(UPT) dinas pendapatan 

provinsi sumatera utara 

(DISPENDASU) Medan Utara 

 

Perbedaan : penelitian yang dilakukan oleh Novirsari, Emma. Membahas tentang pemenuhan 

kebutuhan pelayanan publik yang prima oleh masyarakat, tidak ada pungli dan layanan samsat 

keliling sudah mulai memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan publik. Sedangkan 

peneliti membahas tentang layanan samsat keliling selain sebagai jemput bola dalam 

meningkatkan penerimaan pajak dan retribusi daerah. 

 

2.3.   Kerangka Pemikiran 

Hubungan Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah 

termasuk jenis pajak daerah provinsi di Kabupaten Purwakarta. Pemungutan pajak 

kendaraan bermotor di indonesia saat ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 

34 tahun 2000 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 

1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah 

Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah.  

Menurut Suparmoko (2002: 71), pajak daerah merupakan salah satu sumber 

dari pendapatan asli daerah. Dimana pajak itu merupakan sumber pendapatan 

yang utama untuk membiayai kegiatan pemerintah dalam menyediakan 

kebutuhan-kebutuhan yang tidak dihasilkan oleh swasta. Pendapatan asli daerah 
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termasuk sumber keuangan untuk penyelenggaraan pembangunan daerah. 

Pemerintah daerah harus memiliki sumber keuangan yang cukup dan memadai 

untuk mewujudkan tugasnya tersebut karena untuk pelaksanaan pembangunan 

daerah diperlukan biaya yang tidak sedikit.  

 

 

 

 

 

  

 

 

1. Tarif Pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak kendaraan 

bermotor. Pajak Daerah menjadi salah satu pendapatan daerah yang penting 

guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah sehingga terdapat 

perluasan objek Pajak Daerah serta adanya pemberian diskresi (keleluasaan) 

dalam penerapan tarif. Sehingga ketika tarif pajak naik, maka pendapatan 

asli daerah juga meningkat. 

2. Jumlah kendaraan bermotor yang terus meningkat berpegaruh positif 

terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor. Ketika Tarif Pajak 

Kendaraan Bermotor meningkat makan penerimaan pajak kendaraan 

bermotor juga ikut meningkat. 

3. Inovasi pelayanan samsat keliling merupakan usaha jemput bola dari 

TARIF PAJAK KENDARAAN 

BERMOTOR 

PELAYANAN SAMSAT 

KELILING 

JUMLAH KENDARAAN 

BERMOTOR 

PENERIMAAN PAJAK 

KENDARAAN 

BERMOTOR 
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pemerintah utuk meningkatkan pelayanan publik dengan mendekatkan 

sistem pelayanan kepada masyarakat sehingga layanan ini berpengaruh 

positif terhadap Pendaspatan Asli Daerah. 

 

2.3.1.  Hipotesis Penelitian  

1. Diduga Tarif Pajak berpengaruh positif terhadap peningkatan 

penerimaan pajak kendaraan bermotor.  

2. Diduga Jumlah kendaraan bermotor yang terus meningkat berpegaruh 

positif terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor.  

3. Diduga Inovasi pelayanan samsat keliling berpengaruh positif terhadap 

peningkatan penerimaan pajak kendaraan bermotor.  


